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ABSTRAK

Persoalan harta benda merupakan persoalan utama yang dibahas di dalam
ranah fikih muamalah. Dijelaskan bahwa salah satu prinsip umum yang harus
dipenuhi dalam kegiatan mencari dan mengkonsumsi harta yaitu harus halal dan
baik. Honorarium advokat, dalam konteks diterima dari klien yang merupakan
terperkara tindak pidana pencucian uang disinyalir berpotensi merupakan harta
hasil tindak pidana. Keadaan yang potensial ini menjadikan honorarium tersebut
sebagai sesuatu yang tidak jelas posisi hukumnya secara Islam. Walaupun secara
hukum positif sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti tentang hal ini,
namun sebagaimana pentingnya pemenuhan prinsip halal dan baik yang telah
diusung, maka oleh sebab itu patut dan sangat penting hal ini dikaji lebih jauh
melalui kacamata hukum Islam untuk memperoleh kejelasan mengenai status
hukum atas honorarium tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini hadir dengan misi untuk menjelaskan pandangan hukum
Islam terhadap status honorarium advokat dari kliennya yang sedang menghadapi
perkara tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bagaimana
rekomendasi hukum Islam kepada para advokat yang sedang atau akan
memberikan jasa hukum kepada terperkara tindak pidana pencucian uang dan
menerima honorarium atasnya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library research), namun juga mengambil data melalui wawancara dengan
advokat dan pihak POLDA DIY sebagai data penunjang. Dengan sifat deskriptif-
analitis yang mendekati masalah secara normatnelitian ini menggunakan
teori jjarah, prinsip muamalah danmagasid asy-syari’ah untuk menjawab
permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya honorarium dan penerimaan
honorarium adalah sah selama honorarium bukan merupakan harta hasil tindak
pidana. Ketika honorarium yang diterima adalah harta hasil tindak pidana, maka
ia tidak sah yang pada gilirannya perbuatan menerima honorarium pun
diharamkan. Jika honorarium memang bagian dari harta hasil tindak pidana,
namun advokat tidak mengetahui hal itu maka ketidaktahuan tersebut tidak
membuat honorarium dan perbuatan menerima honorarium itu menjadi sah karena
ketidaktahuan tersebut tidak akan menghilangkan kemudaratan yang ditimbulkan
akibat “tercucinya” harta hasil tindak pidana melalui aliran honorarium dari klien
kepada advokat. Namun, Islam memaafkan perbuatan tersebut sehingga tidak
dikenai dosa atasnya karena dilakukan secara tidak sengaja. Jika advokat ragu
honorarium yang akan diterima adalah harta hasil tindak pidana atau harta sah
milik kliennya, maka keraguan ini disebut dengayubhat dan Islam
merekomendasikan kepada advokat untuk meninggalkan keraguan tersebut
dengan mengambil tindakan-tindakan logis sebagai implementasi \sikiag)
yang dianjurkan dalam Islam.

Kata Kunci: Honorarium, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan
0543b/U/1987, tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawabh ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

- Alif dilanziiill(gkm Tidak dilambangkan
- Ba B Be

- Ta T Te

- Sa S Es (dengan titik di atas)
- Jim J Je

- Ha H Ha (dengan titik di bawah)
- Kha Kh Ka dan ha
- Dal D De

- Zal y/ Zet (dengan titik di atas)
- Ra R Er

Vi



Es (dengan titik di bawah)

Te (dengan titik di bawah)

...... Koma terbalik di atas

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasi sebagai berikut:

Fathah A £
Kasrah I !
Dammah U v
Contoh :
S - Kataba
J=d - Faala
S - Zukira

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakatdan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TR Fathah dan ya Ai adani
5. e Fathah dan wau Au adan u
Contoh :
X . Kaifa
d» - Haula
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C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Nama
tanda
Serenen \...&»  Fathahdan alifatau A a dan garis di
ya atas
TR Kasrah dan ya I i dan garis di
atas
3.5 Dammah dan wau U u dan garis di

atas

D. Ta Marbutah
Transliterasi untuk zamarbutah ada dua, yaitu :

1. Tamarbutahhidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dandammabh,
transliterasinya adalah / t /.

2. Ta marbutah mati
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya 72 marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al/, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka za
marbutah itu ditransliterasikan dengan Aa /h /.

Contoh :

JWNVLY) - Raudah al-Atfal

aslh - 7alpan



E. Syaddah ( Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda fasydid . Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebutdilamangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

\-\-L) - Rabbana

F. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu : J . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariyyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf / 1 / diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsyiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubung-kan dengan tanda

sambung / hubung.



Contoh :
33)3‘ - ar-Rajul
&m‘ - asy-Syams
é—)dﬂ\ - al-Badi’

{Jﬂ‘ - al-Qalam

G. Hamzah
Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa a/if.
1. Hamzahdi awal :
:"—’}93 - Umirtu
&K - Akala
2. Hamzah di tengah :
0386 - rakhuzin
86 - vkl
3. Hamzahdi akhir :
85 - syai'un

é S - ap-nau’
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H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam
transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa
Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal

kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.
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HALAMAN MOTTO

Sesunggitlhnya karma baik yang diliajali itu hendakinya ia dijempi.
Barisan orang -orang lersayang larus dilianiarkan kepada laman kemenangai,

Siidah rerlanjur bersefuju kepada Tithan uniuk Hidup
Meski murani terus menghadirkan jiwa yang gugup
Menguak sungal yag lelah lama mengalirkan aku kiyup
Wakitu menari di alas banyak miuka —mika yang reriiip.
Hanyui dendam dalam biji yang berpulik berbialh
Tersesal pula dalam serambi hidup yang berkecaimuk di kasia bawalh
1ak payalilah menangis menghenmbpuskan susal
Yang yakin yang sakit itu haruslah paham rentang penial.
Sayap yang banyak lak menopang badan yang rengah hiyil-hayang
Tunggulah daral meraing menyambi air laul pasang
Ampunkailah gejolak yang lak mau berhentd meradang panjang
Memang badan sendiri yang haris dibawa ke lengah perang.
Hidup yang basi sibitk menghempas bial merimiskan kepasialian
Onak diri menjulur melintang menerkam kélabahan
Angan yang menganga itu paniaslah ia diukir dengan keindalan.
Teruslah menapak kual di alas sejadah lerbeniang menyusin keberkahan,
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KATA PENGANTAR

JRPR VAR TP
O 2l gusy 5 oue oz Gl agil g 4l by 15 oo g SIY) Y () agl (el Wadl oy i aal)
2 Gl egpmanl adaal g all o s vaae e
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kaum Muslimintidak hanya dituntut untuk selalu menjaga atufah/
min Allah sebagai bagian kehidupan spiritual, tetapi juga senantiasa harus
menjaga hAabl min an-nas (hubungan sosial kemasyarakatan) sebagai bagian
kehidupan materiit. Bagr Ash-Shadr mengutarakan bahwa kedua bagian tersebut
seringkali berinteraksi satu sama lain sehingga perlu pijakan yang kuat atas
keduanya agar terasa lebih harmdnisntuk menjaga keharmonisan ini, maka
Islam memberikan pedoman secara menyeluruh yang meliputi aspek ibadah,
akhlak, akidah dan muamalah.

Pada sisi kehidupan materiil, permasalahan seputar harta benda merupakan
fenomena yang tak pernah berhenti diperbincangkan. Keinginan manusia yang
selalu tak pernah cukup menjadikan pembicaraan mengenai harta seakan tiada
pernah ada habisnya sehingga wajarlah jika Ash-Shadig Gharyani memandang

bahwa harta merupakan saudara kandung darf‘jiwa.

! H.E Hassan Saleh dkiKajian Figh Nabawi & Figh Kontemporered. | (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), him. 291.

2 Muhammad Bagir ash ShadBuku Induk Ekonomi Islam; Igtishadunalih bahasa
Yudi, cet. | (Jakarta: Zahra, 2008), him. 57-58.

3 Ahmad Azhar BasyirRefleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi)¢et. Il (Bandung: Mizan, 1994), him. 19.

4 Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyarfiatwa-fatwa Muamalah Kontemporezet. |
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), him. 149.



Islam tentunya tidak luput memperhatikan hal ini, konsep fikih muamalat pun
diberlakukan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kaitannya dengan
cara memperoleh dan mengembangkan harta untuk menjamin terwujudnya hak
setiap insan.

Banyak cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh harta secara halal,
salah satunya adalah dengan bekerja sebagai bentuk tindakan mulia yang
diwajibkan oleh Islam kepada setiap in&dbi Indonesia, salah satu pekerjaan
yang paling diminati adalah menjadi seorang advokat atau lazimnya disebut
pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan menurut
Undang-Undang advokatSedangkan jasa hukum merupakan jasa yang diberikan
oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela dan tindakan hukum lainnya untuk
kepentingan klienny&.Dari jasa hukum yang diberikan, advokat mendapatkan
penghasilan berupa upaatau honorarium yang diperoleh dari kliennya sebagai

imbalan atas jasa yang diberikan.

® Hendi SuhendiFigh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak
Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, ljarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi,
Etika Bisnis dan lain-lainget. VII (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him 2-3.

® Musthafa Husni Assiba’i,Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup
Bermasyarakatalih bahasa M. Abdai Ratomy, cet. Il (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), him.
157.

" Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

8 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

° Upah yaitu uang atau sejenisnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai
pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; inbataim

Penyusun Kamus{amus Besar Bahasa Indonese&d. Ill (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), him.
1250.



Dalam Islam, bekerja sebagai advokat bukanlah hal yang dilarang selagi
dalam hal kebenaran dan mencegah kezaliman. Lalu, mengambil upah atas jasa
hukum yang telah diberikan pun bukan merupakan hal yang bertentangan dengan
syariat karena hal itu termasuk ke dalam rawahi (sewa-menyewa), yang
dalam hal ini adalah sewa-menyewa jdsideberadaan advokat malah dianjurkan
oleh Islam bilamana bekerja memang untuk kebajikan dan menegakkan keadilan,
sebagaimana firman Allah:

Hoalliall i agilantd culallall | slee 5 ) gial ol 5

Namun,penulis memandang terdapat permasalahan dalam hal honorarium
advokat yang diperoleh dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak
pidana pencucian uang. Tidak bisa dipungkiri, honorarium tersebut berpotensi
merupakan harta yang dihasilkan melalui tindak pidana yang merupakan tindak
pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau organisasi atas uang yang diperoleh dari tindak pidana dengan
maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang
dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan
sehingga uang haram tersebut setelah dikeluarkan dari sistem keuangan seakan

sebagai uang yang s&h.

YAsh-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyafiatwa-fatwa Muamalah Kontempordim. 67.
1 Al-Ankabut (29): 9.

2 Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang; Modud-modus Pencucian Uang di Indonesia
(Money Laundering)et. | (Malang: Setara Press, 2011), him. 28.



Tindak pidana pencucian uang yang bertujuan menyamarkan harta yang
didapat melalui hasil tindak pidana merupakan tindak pidana turunan yang diawali
dari berbagai jenis tindak pidana agptedicate crime).Tindak pidana yang
dilakukan dan menghasilkan harta kekayaan inilah yang disebut dengan pidana
asal, salah satu contohnya adalah korupsi. Harta kekayaan yang diperoleh melalui
tindak pidana korupsi lalu disamarkan atau dicuci yang kemudian upaya itu
disebut dengan tindak pidana pencucian uang, sebagai tindak pidana térunan.

Selain korupsi, terdapat 24 jenis tindak pidana lagi yang tergolong sebagai
tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian tadgdi misalnya advokat
menerima honorarium atas pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang
tersangkut perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, maka
sangat mungkin honorarium yang diterima advokat tersebut merupakan harta hasil
korupsi sebagai tindak pidana asal.

Secara hukum positif, sejauh ini memang tidak atau belum ada perdebatan
menegangkan mengenai honorarium advokat dari kliennya yang merupakan
tersangka pencucian uang. Menurut llman Hadi misalnya, berdasarkan pasal 21
ayat (1), pasal 16 dan pasal 18 ayat (2) UU Advokat dan juga menggunakan
penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2010, pengacara ini berpendapat
bahwa advokat yang bersangkutan tidak bisa dipersangkakan telah melakukan

tindak pidana pencucian uang dan upah yang diterimanya tidak boleh diasumsikan

13 Agidatul Awwami, “Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya
Diketahui Berasal dari Tindak Pidana Korupskripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam
Indonesia, 2011, him. 3.

“ihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



sebagai harta haram apabila dia menerima dalam jumlah yang wajar dan
pemberian jasa hukum kepada kliennya tersebut dilakukan atas iktikatP baik.

Namun demikian, di sisi lainnya harus pula diakui bahwa keberadaan
advokat sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan membela hak-hak
hukum masyarakat pencari keadilan. Advokat merupakan salah satu pilar dalam
menegakkan supremasi hukum dan hak asasi madfiuaam perkara pidana,
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) malah seorang
tersangka yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan dia tidak
mampu secara ekonomi untuk membayar advokat, maka negara yang akan
menyediakan advokat sebagai penasehat hukum untuk melindungi hak-hak
hukumnya’

Lebih jauh, Sebagian besar tersangka adalah orang yang tidak paham
hukum, bayangkan saja apa jadinya jika tidak didampingi oleh advokat, maka
siapa yang akan menjamin bahwa hak-hak hukumnya telah terpenuhi mulai dari
tahapan pemeriksaan oleh polisi sampai pada saat diadili di muka persidangan. Di
lain sisi, para penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim adalah segelintir
orang yang merupakan manusia biasa yang bisa saja khilaf dalam menangani

perkara sehingga perlu ada orang yang secara sah mengontrolnya, yaitu&dvokat.

Phttp://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fa49640858f9/node/lt4a0a533e31979/
honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uaagises 2 Maret 2015 pukul 18.48.

'8 |ihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu
bagian pengantar.

Y ihat pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
8simakdebat TV One DEBAT Fatwa NU Haram Bela Koruptor | Advokat Vs NU”

https://www.youtube.com/watch?v=v5gc-HDzUgéng diakses pada tanggal 11 September 2015
pukul 02:27.




Namun demikian, dalam konteks ini tetap saja yang dipermasalahkan
adalah terkait honorarium yang diterima advokat dari klien yang merupakan
tersangka pencucian uang yang disebabkan oleh berpotensinya honorarium
tersebut merupakan harta hasil tindak pidana. Sementara Allah telah menegaskan
untuk hanya mengkonsumsi dari rezeki yang halal dan baik sebagaimana tersurat

dalam ayat berikut:

19 Y3la ) o83 i 506

Doktrin syar’i seperti ini tentu menegaskan bahwa sesungguhnya dalam
upaya mencari harta setiap individu muslim harus memperhatikan nilai-nilai Islam
dan memastikan terpenuhinya hak-hak Allah dalam setiap sepak terjangnya
mencari harta, termasuklah dalam menerima harta yang berbaju “honorarium” ini.
Dalam hal ini, tentu hukum Islam menghendaki banyak hal yang menjadi
pertimbangan. Demi keabsahan honorarium tersebut, maka untuk dapat
dikategorikan sebagai harta yang syar’i haruslah ia sesuai dengan syarat-syarat
upah menurut fikih, tidak boleh pula ia bertentangan dengan prinsip muamalah
dan tentu merupakan hal yang dilarang pula jikalau penerimaan honorarium
tersebut malah mengundang kemudaratan.

Menanggapi hal demikian menurut hemat penulis tentunya juga sudah
pasti tidak bisa terlepas dari sisi subyektifitas advokat yang bersangkutan.
Artinya, advokat yang bersangkutan lah yang paling memahami akan status
honorarium yang dikhawatirkan berasal dari tindak pidana itu, apakah honorarium

tersebut harta sah milik klien atau memang harta hasil tindak pidana.

19 Al-Maidah (5): 88.



Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut guna mengetahui secara lebih rinci tentang pandangan
hukum Islam terhadap honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang
sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang ini. Lebih jauh, penulis
ingin mengetahui bagaimana arahan hukum Islam terhadap advokat yang sedang
dan atau akan memberikan jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi
perkara pencucian uang terkait honorarium yang diterima.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menambah ketertarikan penulis
untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai hal ini. Pertama, pembahasan
seputar harta dan seputar tindakan mencari harta yang dalam hal ini tampil dalam
wujud honorarium merupakan pembahasan pokok dalam lapangan muamalah. Hal
ini bisa dilihat dari literatur-literatur muamalah yang mayoritas menjadikan
pembahasan mengenai harta sebagai topik utama.

Kedua, tindak pidana pencucian uang berawal dari berbagai macam tindak
pidana asal yang mana semua tindak pidana asal tersebut merupakan kejahatan
yang bertujuan menghasilkan harta dan beberapa di antaranya merugikan pihak
umum dan/atau negara; seperti korupsi, berbagai macam jenis penyelundupan,
kejahatan kepabeanan, kejahatan di bidang cukai, kejahatan di bidang kehutanan,
kejahatan di bidang kelautan dan perikanan, serta berbagai macam jenis kejahatan

lainnya®

?Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Ketiga, studi yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) ternyata menyimpulkan bahwa advokat merupakan salah satu
profesi yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan, dengan
berbagai macam cara dan moéts.

Keempat, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan
kontemporer yang sama sekali belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu.
Begitu pula dengan honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang
menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, sejauh ini penulis sama sekali
tidak menemukan satu karya pun yang melakukan pembahasan atasnya, terutama
dalam perspektif hukum Islam. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan hal-ikhwal
seputar harta benda dan seputar aktivitas mencari harta merupakan kajian pokok
dalam ranah fikih muamalah.

Dengan penelitian ini pula tentu diharapkan akan menambah wawasan
keislaman bagi setiap insan khususnya advokat dan alangkah indahnya jika
wawasan keislaman demikian akan menjaga perilaku yang bersangkutan dari hal-
hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Para ulama pun menyatakan

bahwa hukum mengetahui sesuatu sebelum ia dikerjakan adalah fardffu ‘ain.

“tp.“Gatekeeper Jangan Sampai Digunakan oleh Pelaku Kejahatan”,
http://www.ppatk.go.id/pages/detail/43/11691?relasdes akses tanggal 1 sept 2015 pukul
18:51.

22 Ash-Shadiq Abdurrahman Al-GharyaRiatwa-fatwa Muamalah Kontempordim. 2.



Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis
menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang diterima
advokat atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya yang sedang
menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang?

2. Bagaimana rekomendasi hukum Islam kepada para advokat yang sedang
atau akan memberikan jasa hukum kepada Kkliennya yang sedang
menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima

honorarium dari kliennya tersebut?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap honorarium yang
diterima advokat atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Untuk mengetahui rekomendasi hukum Islam kepada para advokat
yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada kliennya yang
sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dalam hal

menerima honorarium dari kliennya tersebut.
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2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam
bidang keilmuan hukum Islam, khususnya bidang muamalah yang
dalam hal ini terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap upah yang
diterima oleh advokat sebagai imbalan atas pemberian jasa hukum
kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana
pencucian uang.

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis, setidaknya salah satu manfaat dari penelitian ini adalah
memberikan wawasan bagi setiap insan praktisi hukum dan para calon
praktisi hukum khususnya advokat tentang pandangan hukum Islam
terhadap honorarium yang diterima oleh advokat sebagai imbalan atas
pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi
perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan wawasan syar’i seperti
ini paling tidak mereka akan selalu memperhatikan nilai-nilai religius
dalam menerima harta yang dalam hal ini berbentuk honorarium yang

dimaksud.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis terhadap karya-karya sebelumnya, tidak
satu pun ditemukan karya yang secara spesifik membahas tentang permasalahan
yang sama dengan penelitian ini. Namun demikian, tetap terdapat banyak literatur

yang pembahasannya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Literatur-literatur
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yang telah ditemukan penulis selama menjajaki pustaka kemudian dirumuskan
sebagai berikut:

Advokat merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam rangka
penegakan supremasi hukum, oleh karena itu maka mereka haruslah bekerja
dengan sebagaimana mestinya. Bila ia seorang muslim, maka wajib baginya
menjaga nilai-nilai keislaman dan berupaya menebar kebajikan dalam
kapasitasnya sebagai salah satu penegak hukum. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini
mengklaim ada empat keharusan seorang advokat muslim yang salah satunya
adalah bekerja karena Allah sem&taHal senada juga ditegaskan oleh
Suhrawardi K. Lubis yang menghimbau bahwa pelaksanaan tugas profesi hukum
selain bersifat kepercayaan yang beripd/ min annas harus pula disandarkan
padanabl min Allah**

Bermacam tudingan buruk masyarakat kepada advokat di Indonesia
menginspirasi Shulhah Nurullaily untuk melakukan penelitian melalui skripsi
kualitatifnya tentang bagaimana hukum Islam memandang kedudukan dan
peranan advokat di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian
Shulhah kemudian menyimpukan bahwa kedudukan advokat di Indonesia pada

hakikatnya telah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan peranan mereka

%3 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartifigdvokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,
cet. | (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

4 Suhrawardi K. LubisEtika Profesi Hukumget. |, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
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juga tidak bertentangan dengan kons@pnaslahah al-mursalah dalam sistem
Hukum Islam?®

Seputar pencucian uang, Ikhsan dalam skripsinya membandingkan posisi
tindak pidana pencucian uang menurut peninjauan hukum Islam dan hukum
positif. Dengan pendekatan perundang-undangan positif dan fikih jinayah, Ikhsan
menyimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindakan kejahatan
yang sistemik adalah diharamkan dalam Islam dan dilarang keras oleh perundang-
undangan. Kejahatan pencucian uang tidak hanya menimbulkan kemudaratan
individual, tetapi juga menimbulkan kemudaratan kolektif yang dapat merusak
kestabilan perekonomian suatu ned&ra.

Berkenaan dengan upah pula, sebagian besar kitab fikih memuat
pembahasan mengenainya, salah satunya dapat ditemui di dalam karya Wahbah
az-Zuhaili. Konsep pengupahan dalam hukum Islam sebagai salakisafikih
muamalah ini secara lengkap dapat ditemukan di dalam kitab yang disusun oleh
Profesor hukum Islam irf.

Adiana Rakhmi Halan mencoba meneliti upah yang diterima fotografer
pre wedding. Dengan menggunakan teori fikih muamalat khususnya teirizmg

(upah), skripsinya berkesimpulan bahwa foto pre wedding diharamkan jika

% Shulhah Nurullaily, “Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokaKripsi,tidak diterbitkan, UIN Sunan
Kalijaga, 2006.

% |khsan, “Hukum Pencucian Uang (Money Laundering) Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Perbandingan)skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia,
2013.

2" Wahbah Az-ZuhailiFigih Islam Wa Adillatuhualih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani
dkk, cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011). V.
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terdapat percampuran laki-laki dan perempuan, khgleatiuaan), dan membuka
aurat, sehingga untuk upah yang diterima fotografer pre wedding hukumnya
syubhat karena kerelaannya untuk membantu kemakéfatan.

Dari karya-karya yang telah ditemukan penulis dalam penelusuran pustaka
seperti yang dipaparkan di atas, hanya terdapat satu karya yang cukup mirip
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun demikian, tetap
terdapat perbedaan di antara keduanya yang mana penelitian tersebut mengkaji
tentang upah fotografer sebagai imbalan atas pekerjaan foto pre wedding,
sedangkan penulis akan mengkaji tentang honorarium yang diterima advokat
sebagai imbalan pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi

perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori disebut sebagai kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau

konsepsional mengenai masalah yang akan dftelxalam penelitian ini, penulis
merumuskan beberapa teori sebagaimana yang dirumuskan berikut ini.
Honorarium advokat sebagaimana telah dijelaskan merupakan imbalan
atas jasa hukum yang diterima advokat berdasarkan kesepakatan deng®n klien.
Dari pengertian ini, dapatlah disamakan honorarium tersebut dengan upah, yang

mana upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

%8 Adiana Rakhmi Halan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre
Wedding : Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri
(FMP3) se Jawa Timuskripsi,tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2013.

? Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukuey. | (Jakarta: Granit, 2010),
him. 29.

% pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
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pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk
mengerjakan sesuatl.

Sejatinya, upah merupakan pembayaran yang diberikan atas penggunaan
tenaga orang lain atau penggunanaan manfaat dari suatu barang. Seperti dalam
satu sumber dikatakan di dalam hukum Islam upah diartikan sebagai hadiah atau
pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan
sesuatu perbuatdhPada sumber lain, ada juga yang mengistilahkan upah dengan
ijarah (sewa menyewageperti pengertianjarah dalam bukuFigh Muamalah
karya Yazid Afandi yang mengartikajarah secara bahasa adalah upah, sewa,
jasa atau imbalaff. Keterangan di atas hanya segelintir pedoman bahwa
pengupahan merupakan bagian dari pembahasan sewa-memjyemia di mana
seseorang menyewa tenaga orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan
memberikan upah atas penyewaan tenaga tersebut.

Legalitas 7jarah dapat ditemui dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai

berikut;

34+ T N S
Op sl (o sild oSl i )l (8

3L Tim Penyusun Kamugamus Besar Bahasa Indonesél. |Il (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), him. 1250.

%2 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporecet. | (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), him. 188.

% M. Yazid Afandi, Figh Muamalah,cet. | (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), him.
179.

3 At-Talaq (65): 6.
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Sebagai salah satu objek pengaturan dalam fikih muamalat, upah atau
honorarium termasuk dalam syariat Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk
kemaslahatan dunia dan akhitagehingga terpenuhinya syarat-syarat atas upah
tersebut secara hukum Islam adalah mutlak keberadaannya. Wahbah az-Zuhaili
mengemukakan beberapa syarat keabsahan atas upah, di antaranya:

1. Hendaknya upah tersebut merupakan harta yang b&diai diketahui.
2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek’akad.
3. Upah disyaratkan harus siiti.

Honorarium yang diterima advokat sebagai upah jases hukum yang
telah diberikannya haruslah mengindahkan syarat-syarat upah sebagaimana yang
dikemukakan di atas agar keabsahannya diakui Islam. Selanjutnya, konsepsi
pengupahan sebagaimana ia merupakan salah satu objek pengaturan fikih
muamalah, maka hal itu memberikan konsekuensi bahwa ia harus pula sesuai
dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam muamalah. Adapun prinsip-prinsip
yang harus dipenuhi dalam bermuamalah tersebut antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalalbah (boleh) kecuali
ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

% Heri Setiawan, “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”,
skripsi,tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, him. 13.

% pada karyanya yang lain, az-Zuhaili merumuskan makna bernilai dalam hal ini yaitu
boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agdimat: Wahbah Az-ZuhailiFigih Islam wa
Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. | (Jakarta: Gema Insani, 2011), VII: 85-
86.

*\Wahbah Az-ZuhailiFigih Islam...,V: him. 400-404.

BIbid, him. 400.
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3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindarinudarat dalam kehidupan masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur mengambil kesempatan
dalam kesempitaff.

Mengkajiproblemayangagak pelik ini, penulis kira perlu memandang ke
arah yang lebih luas lagi yaitu pandangan kepada hukum Islam secara umum yang
merupakan induk darijarah maupun fikih Muamalah. Hukum Islam dengan
segala kelebihannya terbentuk memiliki tujuan umum yaitu untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Tujuan daripada pembentukan hukum
Islam ini disebut dengan istilahagasid syari’ah sebagaimana yang dikemukakan
oleh beberapa ulama klasik sebelum Sy&fibitagasid asy-syari’ah mempunyai
peranan yang penting di dalam pergumulan hukum Islam karena sesungguhnya ia
seringkali menjadi titik perhatian untuk menjawab permasalahan-permasalahan
yang secara kebahasaan tidak tertampung di dalam Al-Qur'an dan*Hadis.

Dengan demikian,Magasid asy-syari’ah secara substansi merupakan
kemaslahatan. Sebagaimana ditegaskan bahwa pada hakikatnya syariat
diberlakukan untuk mewujudkan kemaslahatan, maka menurut al-Syatibi ada lima

unsur pokok yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan kemaslahatan

% Ahmad Azhar BasyirAsas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) revisi
(Yogyakarta: Ull Press, 2000), him. 15-16.

40 Ahmad Imam MawardiFigh Minoritas; Figh Al-Agalliyat dan Evolusi Magashid Al-
Syari'ah dari Konsep ke Pendekat@fogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2010), him. 180.

! Satria EffendiUshul Figh,cet. | (Jakarta: Kencana, 2009), him. 233.
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tesebut. Kelima unsur pokok tesebut yakni agama, jiwa, keturunan, akal pikiran
dan harta bend&.

Penetapan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan ini terkadang juga
dikenal dengan istilatu/-Masiahah al-Mursalah yang berarti suatu masalah di
mana syar’i tidak mensyariatkan secara jelas, juga tidak terdapat dalil yang
menunjukkan pengakuan atau pembatalafiiydumhur ulama berpendapat
bahwa pemakaiam/-Maslahah al-Mursalah ini dalam penetapan suatu hukum
adalahAujjah (kuat) **

Terkait advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 mendefinisikan
advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan di dalam Undang-Undang advoRaidvokat merupakan profesi yang
mulia (officium nobile)yang memiliki kedudukan yang setara dengan institusi
penegak hukum lainnya (polisi, hakim dan jak$a).

Menurut Amir Syamsuddin, yang juga berprofesi sebagai advokat, tanpa
disadari ternyata hal-ikhwal uang dan kekuasaan membuat advokat terbagi dalam
beberapa kategori yang meliputi. 1) Kelompok advokat idealis, yang tidak pernah

mau menggunakan uang dan kekuasaan dalam menangani perkara, 2) Kelompok

2 Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi; Arti dan Dasar
Magqgashid al-Syari'ah,cet. | (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), him. 69-71.

“3Abdul Wahhab Khallafilmu Ushul Fikih,alih bahasa Faiz el Muttagin, cet. XI (Jakarta:
Pustaka Amani, 2003), him. 110.

“Ibid, him. 110-111.

5 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

¢ | ihat Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia.
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advokat pelangi, yang melakukan pendekatan uang dan kekuasaan secara pasif
atau akan melakukan pendekatan tersebut hanya apabila diminta kliennya, 3)
Kelompok advokat nekat, yaitu kelompok advokat yang mencari uang dari
pekerjaan yang menggunakan uang dan kekuasaan, bagi kelompok ini uang dan
kekuasaan lebih penting daripada pledoi maupun dalil hukum, 4) Makelar kasus
atau advokat imitasi, yang tidak perlu titel sarjana hukum namun beraktivitas
layaknya advokat resmi yang secara de factodégnre diakui Undang-undarf§.

Advokat memiliki tugas, kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

1) Advokat bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan profesi
Advokat merupakan profesi yang bebas dan mafftiri.

2) Keberadaan advokat diperlukan dalam upaya mencapai
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

3) Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesinya
demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan
masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan
masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan

hukum.

* Amir Syamsuddin|ntegritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara,
(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), 129-132.

“8 Lihat Konsideran Huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

* Lihat Konsideran Huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
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4) Advokat adalah salah satu unsur dalam sistem peradilan dan
merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan
hak asasi manusia.

5) Eksistensi advokat juga menjamah kehidupan luar pengadilan. Melalui
jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang
maka advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan
masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang
ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar
pengadilarr?

6) Advokat sebagai penggerak pembangunan huKégen of Law
Development’}

Oleh Islam, eksistensi dari profesi advokat pun diakui. Bekerja sebagai
advokat bukanlah hal yang dilarang selagi dalam hal kebenaran dan mencegah
kezaliman dan mengambil upah atas jasa hukum yang telah diberikan pun bukan
merupakan hal yang bertentangan dengan syariat karena hal itu termasuk ke dalam
ranah jjarah (sewa-menyewa), yang dalam hal ini adalah sewa-menyewz’ jasa.
Sebagian ulama bahkan cenderung mensunahkan profesi advokat melihat aspek

tolong-menolong yang dominan di dalamnya.

Y Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bagian
umum.

*! |shag,Pendidikan Keadvokatauet. Il (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 42.
*2Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyafmiatwa-fatwa Muamalah Kontempordim. 67.
3 Sadewo Usodo, “Peran Advokat dalam mendampingi Klien pada Perkara Pidana

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positikripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga,
2012, him. 27.
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F. Hipotesis™

Hipotesis di sini setidaknya berfungsi dalam hal: 1) Memberi pengarahan
yang mantap bagi penelitian, 2) merupakan patokan memilih unsur yang relevan
dengan penelitian, 3) memberi tujuan yang tegas bagi peneliti dan 4) Mencegah
pengumpulan data yang tidak berkaitan dengan penéfitian.

Sebelum penelitian dilakukan, penulis berdugaan kuat bahwa penelitian ini
akan berkesimpulan bahwa honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang
sedang menghadapi perkara pencucian uang tersebut aglaldtat Namun, jika
honorarium itu bukanlah berasal dari tindak pidana maka honorarium tersebut

adalah sah.

G. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakéibrafy research) yaitu
penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau sumber-
sumber tertulis lainny® namun juga mengambil sedikit data lapangan

melalui wawancara sebagai data penunjang.

**Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat
meskipun kebenaraanya masih harus dibuktikan atau sering disebut sebagai anggafdahadasar.
Tim Penyusun Kamusamus Besar Bahasa Indonesid. Il (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
him. 404.

% Beberapa fungsi hipotesis tersebut dikemukakan oleh Young sebagaimana dikutip oleh
Soerjono Soekantd.ihat: Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukuneet. 11l (Jakarta: Ul
Press, 1986), him. 148-149.

*% Sutrisno HadiMetodologi ResearctYogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang diadopsi oleh penulis dalam penelitian ini adalah
deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah
terkumpul dan teori yang digunakan kemudian melakukan analisis atas
data-data tersebut dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan.
3. Pendekatan Penelitian
Sementara pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan
normatif yang berupa konsepsi fikih muamalat yang artinya dalam
penelitian ini penulis mengusung pendekatan fikih muamalat dalam
melakukan analisis.
4. Sumber Data Penelitian
a. Bahan Kepustakaan
Sebagai penelitian dengan spesifikasi penelitian kepustakaan,
maka penulis menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama
untuk dijadikan referensi penelitian yang meliputi Al-Qur’an, Hadis,
literatur-literatur hukum Islam dan literatur-literatur lainnya yang
relevan dengan objek yang diteliti.
b. Wawancara
Untuk memperkaya data, penulis juga melakukan pengumpulan data
melalui wawancara dengan para advokat yang terdata sebagai anggota
DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Yogyakarta

dan perwakilan dari pihak POLDA DIY.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Secara umum keberlangsungan pengumpulan data penelitian ini
terdiri dari penelusuran bahan kepustakaan dan pelaksanaan wawancara.
Secara rinci, proses penelusuran pustaka dan pelaksanaan wawancara
dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Penelusuran bahan kepustakaan dengan proses sebagai berikut:
1) Melakukan penelusuran kepustakaan id@entarisasiatas bahan-
bahan kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian.
2) Melakukan pembahasan atas data-data yang telah diinventarisasi
berikut data yang diperoleh dari wawancara.
3) Melakukan analisa atas apa yang telah dibahas untuk menjawab
permasalahan yang menjadi objek penelitian.
b. Pelaksanaan Wawancara
Kendati pun wawancara ini merupakan pengumpulan sumber
pendukung, tetapi keberadaannya cukup penting dengan tujuan pokok
mengetahui bagaimana pendapat para informan mengenai honorarium
yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara
tindak pidana pencucian uang yang tidak mungkin diperoleh hanya
dari sumber kepustakaan.
Adapun gambaran mengenai teknis pelaksanaaan wawancara

adalah sebagai berikut:
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1) Teknik wawancara
Wawancara dilakukan dengan konsep tanya jawab secara langsung
antara penulis dengan informan.
2) Informarr’
Informan/responden adalah advokat yang terdata sebagai anggota
DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota
Yogyakarta dan perwakilan dari pihak POLDA DIY.
3) Jumlah Informan
Adapun jumlah informan yaitu sebanyak 12 orang, yang terdiri
dari 11 orang advokat dan 1 orang dari pihak POLDA DIY.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu penulis
melakukan analisis atas data yang telah dipaparkan dengan menggunaan
penafsiran berdasarkan teori yang digunakan yang pada akhirnya ditarik

kesimpulan sebagai hasil dari penafsiran.

H. Sistematika Pembahasan

Bab | adalah pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan mengenai tinjauan umum tenjfarag,

prinsip muamalah damiagasid syari’ah. Dari tema ini, dirumuskan sub tema

*" Informan merupakan sebutan kepada para pihak yang memberikan keterangan melalui
wawancara yang dilakukan oleh penulis
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antara lain: 1) Tinjauan tentard@rah 2) Tinjauan mengenai prinsip-prinsip yang
harus dipenuhi dalam Muamalah dan 3) Tinjauan temdingrsid asy-syari’ah.

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada Bab Ill dengan tema tinjauan
umum tentang tindak pidana pencucian uang, advokat dan honorarium advokat
dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang.
Pada bab ini juga akan dinukilkan pandangan beberapa advokat mengenai
honorarium dari klien yang sedang menghadapi perkara pencucian uang.

Selanjutnya pada Bab IV penulis akan menganalisis tentang honorarium
yang diterima advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak
pidana pencucian uang dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan pada
bab II.

Pembahasan kemudian dilanjutkan kepada Bab V sebagai penutup yang
merupakan pembahasan terakhir skripsi ini. Bagian penutup menyajikan tentang
apa yang telah dihasilkan penulis dari penelitian ini dan disajikan dalam bentuk

kesimpulan dan pemberian saran oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis perspektif hukum Islam terhadap honorarium yang diterima
advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian
uang di atas penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pada dasarnya, honorarium yang diterima advokat dari kliennya yang sedang
menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang ini dalam bentuk apapun
dan berjumlah berapapun adalah sah selama honorarium tersebut bukan
merupakan harta hasil tindak pidana. Hal ini didasarkan kepada bolehnya
mengambil upah atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan, yang dalam hal ini
berupa pemberian jasa hukum dan hal demikian dilegalkan oleh Islam.

2. Jika honorarium merupakan harta hasil tindak pidana maka honorarium tidak
sah sehingga menerima honorarium tersebut juga tidak sah baik ditinjau
melalui konsepijarah, prinsip muamalah maupun konsepagasid asy-
syari’ah.

a. Dilihat melalui konsepijarah, honorarium yang jikalau merupakan harta
hasil tindak pidana dikatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan
persyaratan upah yang disyaratkan harus bernilai secara syar’i dan upah
tersebut harus suci. Melalui analisis, honorarium yang merupakan harta

hasil tindak pidana disinyalir tidak bernilai secara syar’i dan tidak suci.

115
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b. Dilihat melalui konsepsi prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam
muamalah, honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana juga
bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah yakni prinsip
mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Analisis membuktikan
honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana dinilai
mendatangkan kemudaratan yang sama dengan kemudaratan yang
ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang, kemudaratan tersebut
ditimbulkan oleh aliran harta hasil tindak pidana dari klien kepada advokat
yang berupa honorarium tersebut sejatinya merupakan harta hasil tindak
pidana yang “tercuci.”

c. Melalui analisis berdasarkan konsepqgasid asy-syari’ah pula, ditemukan
fakta bahwa honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana
bertentangan dengan konsemgasid asy-syari’ah terkait pemeliharaan
harta, dengan dasar yang sama seperti di atas yang menunjukkan bahwa
mengalirnya harta hasil tindak pidana ke tangan advokat dalam bentuk
honorarium sama saja halnya dengan “tercucinya” harta hasil tindak
pidana yang memunculkan kemudaratan yang sama dengan kemudaratan
yang ditimbulkan akibat pencucian uang. Kemudaratan dan fenomena
“tercucinya” harta hasil tindak pidana inilah yangmanjukkan terabainya
maqasid asy-syari’ah dalam bentuk pemeliharaan harta.

Tidak sahnya honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana
dan tidak sahnya menerima honorarium demikian diperkuat pula dengan ijma’

ulama Indonesia melalui fatwa MUl yang berbunyi: “Menerima dan



117

memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang
hukumnya haram.”

. Honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana beserta perbuatan
menerima honorarium tersebut akan tetap tidak sah meskipun advokat yang
bersangkutan tidak mengetahui bahwa honorarium yang diterima ternyata
hasil tindak pidana, begitu pula jika advokat dibohongi oleh kliennya yang
mengatakan honorarium merupakan harta yang legal dan bukan merupakan
hasil tindak pidana, namun ternyata merupakan harta hasil tindak pidiina.

ini disebabkan olehpenetapan keharaman dalam Islam didasarkan atas
kemudaratan atau keburukan yang ditimbulkan, bukan karena tahu atau
tidaknya tentang perbuatan itu dilarang. Ketidaktahuan Advokat tidak akan
mengurangi atau menghilangkan kemudaratan yang ditimbulkan sehingga
perbuatan menerima honorarium yang merupakan harta hasil tindak pidana
tetap dinyatakan tidak sah. Namun demikian, perbuatan tersebut oleh Islam
dimaafkan sehingga tidak ada dosa bagi advokat yang bersangkutan karena
perbuatan dilakukan secara tidak sengaja.

. Kemaslahatan yang diberikan oleh profesi advokat baik kemaslahatan bagi
klien maupun kemaslahatan bagi negara tidak akan berpengaruh terhadap
honorarium yang jikalau merupakan harta hasil tindak pidana. Honorarium
yang jika merupakan harta hasil tindak pidana tetap dipandang tidak sah
karena kemudaratan yang ditimbulkannya, meskipun keberadaan advokat

membawa kemaslahatan. Hal ini didasarkan pada kaidah yang menyatakan
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bahwa jika pada suatu hal terdapat kemaslahatan dan kemudaratan, maka
menolak kemudaratan harus didahulukan.
. Jika advokat tersebut ragu terhadap honorarium yang akan diterima apakah
harta sah milik kliennya atau harta hasil tindak pidana maka keadaan demikian
diistilahkan dengan syubhatau suatu wilayah di antara yang jelas-jelas halal
dan jelas-jelas haram. Jika berhadapan dengan keraguan demikian, maka Islam
menekankan kepada advokat yang bersangkutan untuk meninggalkan hal yang
meragukan agar tidak terjerumus kepada yang dilarang dengan mengambil
tindakan-tindakan logis yang dapat menghilangkan keraguan yang dihadapi.
Tindakan-tindakan logis tersebut menurut penulis antara lain: 1) Meminta
kepada klien untuk jujur terkait semua hal yang berhubungan dengan
permasalahan yang sedang dihadapi, 2) Meminta klien untuk jujur apakah
memang benar telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau pun tidak,
3) Menanyakan tentang kehidupan pribadi klien yang berhubungan dengan
pekerjaan dan penghasilannya, 4) Meminta kepada klien untuk memastikan
bahwa honorarium yang diberikan bukan merupakan harta hasil tindak pidana
dan sebaiknya pernyataan tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis baik
dalam perjanjian kerja atau pun dalam surat pernyataan tersendiri, dan 5)
Memberikan jasa hukum secara gr§piodeo)atau mundur dari perkara yang
bersangkutan.

Meninggalkan perkarayubhatagar tidak terjerumus kepada yang
dilarang ini merupakan implementasi sikeqara’ yang dianjurkan Islam.

Dengan sikapvara’ ini diharapkan advokat yang bersangkutan terhindar dari
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hal-hal yang dilarang oleh Islam, yang mana dalam ini terhindar dari
menerima harta hasil tindak pidana yang berupa honorarium.

Alangkah indahnya, menurut hasil wawancara dengan beberapa
advokat ternyata mayoritas advokat yang diwawancara menjelaskan bahwa
ketika berhadapan dengan suatu yang diragukan tentang boleh tidaknya
dilakukan menurut Islam, maka mereka akan meninggalkan sesuatu yang
diragukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka baik sengaja maupun

tidak telah mengimplementasikan sikap warahg dianjurkan Islam.

B. Saran
1. Kepada Pemerintah

a. Sebaiknya membuat dan memberlakukan peraturan tentang honorarium
maksimal yang boleh diterima advokat dari klien yang sedang menghadapi
perkara tindak pidana pencucian uang, seperti aturan yang berlaku di
Amerika Serikat.

b. Melakukan dan atau meningkatkan kerjasama terstruktur dengan dunia
internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

c. Mengadakan sosialiasi kepada masyarakat seputar tindak pidana
pencucian uang agar masyarakat umum mengetahui seluk-beluk seputar
tindak pidana pencucian uang. Hal ini ini paling tidak merupakan upaya

preventif dalam menekan berkembangnya kejahatan luar biasa ini.
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2. Kepada advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada

tersangka pencucian uang

a.

Senantiasa berhati-hati dalam menerima honorarium dari klien yang
sedang menghadapi perkara pencucian uang.

Jika ragu tentang honorarium yang akan diterima apakah harta sah milik
klien atau harta hasil tindak pidana maka disarankan untuk meninggalkan
keraguan tersebut dengan cara mengambil tindakan-tindakan logis yang
dapat menghindari keraguan sebagai wujud sika@’ yang dianjurkan
Islam.

Dianjurkan untuk senantiasa ingat bahwa adanya potensi honorarium yang
akan diterima merupakan harta hasil tindak pidana dan tidak bersikap acuh
tak acuh terhadap honorarium yang diterima dari klien yang sedang
menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang, meskipun honorarium

tersebut memang hak atas pekerjaan yang telah dilakukan.

. Jika klien merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi lebih baik

tidak menetapkan honorarium.
Hendaknya senantiasa melaksanakan profesi dengan iktikaddoaié
faith) dalam hal memberikan jasa hukum dalam perkara apapun sebagai

wujud penyandang profesi yang muladficium nobile).

3. Kepada klien, jika memang melakukan pencucian atas harta yang didapat dari

tindak pidana maka jangan sesekali mengalirkan harta haram tersebut kepada

penasehat hukum.
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4. Kepada para praktisi, akademisi dan pemerhati hukum Islam diharapkan untuk
mengkaji lebih jauh tentang permasalahan ini karena tidak pernah dibahas
sebelumnya, sementara “pencucian” maupun “tercucinya” uang hasil tindak
pidana sama-sama membawa kemudaratan yang tidak ringan yang mana salah
satunya berdampak buruk bagi negara atau pemerintah.

5. Kepada masyarakat umum penulis sarankan jangan lagi memandang buruk
kepada profesi advokat tanpa alasan yang legal, karena advokat adalah orang
yang sangat berperan penting dalam proses mencapai supremasi hukum yang

berkeadilan.
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DAFTAR TERJEMAHAN

No. Halaman Footnote Terjemahan
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan
1. 3 11 kebajikan, mereka pasti Kami masukkan ke dalam

(golongan) orang yang saleh.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
maka berikanlah imbalannya kepada mereka.

No. Halaman Footnote Terjemahan

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu
1. 28 11 . :

maka berikanlah imbalannya kepada mereka.

Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
2. 28 12 memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu
berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai
pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat
dipercaya.”
Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu
boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.
Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada
takwa.
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan
dunia.
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil.
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
10. 38 53 Darimana kau dapatkan hartamu ini?
(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu

2. 6 19

3. 14 34

11. 44 67 S . .
mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)
12 44 68 tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada

keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada



manfaatnya.

13. 44 69 “Janganlah berbuat kerusakan di muka Bumi.”
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka
14. 44 70 Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang
berbuat kerusakan.
15. 44 71 Jangan dimudaratkan dan tidak memudaratkan.
16. 45 72 Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.
17. 45 74 Kemudaratan harus dihilangkan.

kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan

18. 45 75 .
kemudaratan lagi.

19. 45 76 Kemaslahatan _publ!k didahulukan daripada
kemaslahatan individu.

20 46 77 Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih

maslahat
Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram
juga jelas. Namun, di antara keduanya terdapat hal-
hal yang musyabbahat (hal-hal yang belum jelas)
yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka
barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari hal-hal
21. 48 83 yangmusyabbahat, maka ia telah mensucikan
agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang
terjerumus dalam hal-hal yang syubhat maka ia
seperti seorang pengembala yang mengembala di
sekitar tanah yang dilarang, hampir-hampir ia
terjerumus ke dalamnya.
Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang
22. 48 84 wara’, niscaya kamu akan menjadi manusia yang
paling beribadah
Apa yang membawa kepada yang haram maka hal

23. 49 87 :
tersebut juga haram hukumnya.
Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang
24 49 88 itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
: oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.
o i, ee—— 0 ) e
No. Halaman Footnote Terjemahan
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka
1. 65 45 Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang
berbuat kerusakan.
5 66 47 Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu
’ dengan jalan yang batil.
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan
antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai
3 79 86 dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu)
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-istri itu.

4, 79 87 Dan tolong menolonglah kamu dalam



(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.
Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi
ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan
hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih
baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu.
Barangsiapa memberi pertolongan dengan
pertolongan yang baik, niscaya dia akan
memperoleh bagian dari (pahala) nya. Dan
barangsiapa memberi pertolongan dengan
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul
bagian dari (dosa) nya.
Dan tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu
penegak keadilan
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu
10. 81 96 sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika)
menjadi saksi dengan adil.

No. Halaman Footnote Terjemahan
Dan jika kamu ingin menyusukan anak kamu
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
1. 92 4 memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah

2 o LY kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
3 95 17 Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah

kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu
4. 95 19 ; .

dengan jalan yang batil.

Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu
5. 96 21 . .

boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada
6 97 25

takwa

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka
7. 98 27 Bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang

berbuat kerusakan.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
8 101 33 saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
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Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah
kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu
dengan jalan yang batil.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)
tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada
manfaatnya

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang
itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih
maslahat

Sesuatu yang halal itu jelas, dan sesuatu yang haram
juga jelas. Namun, di antara keduanya terdapat hal-
hal yang musyabbahat (hal-hal yang belum jelas)
yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka
barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari hal-hal
yangmusyabbahat, maka ia telah mensucikan

agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang
terjerumus dalam hal-hal yang syubhat maka ia
seperti seorang pengembala yang mengembala di
sekitar tanah yang dilarang, hampir-hampir ia
terjerumus ke dalamnya.

Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang yang
wara’, niscaya kamu akan menjadi manusia yang
paling beribadah

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)
tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat
bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada
manfaatnya

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang
itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu
mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
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pendapat/pemikirannya secara dominan digunakan oleh penulis dalam penulisan
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Setelah meriah gelar Doktor, pada tahun yang sama (1963) Beliau menjadi
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kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan
khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai Khatib di sebuah
masjid di daerah Zamalik dengan alasan bahwa khutbah-khutbahnya dinilai
menciptakan opini umum tentang tidak adilnya rezim saat itu.
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PEDOMAN WAWANCARA ADVOKAT

A. Umum
1. Sudah berapalama menjadi Advokat?
2. Bidang hukum apa yang secara khusus merupakan bidang profesional Anda?
3. Perkaraapayang paling sering Andatangani selama menjadi Advokat?
4. Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgensi keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?
5. Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?

6. Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di

mata masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang
hal itu saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan
untuk membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.

« Menurut Anda bagai mana tentang pandangan tersebut?

s Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaiabisa dikecualikan?

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

9. Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

10.

Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda
ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu ha demikian, maka kira2
gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sisi agama?
Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal
honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan
harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?



B. Honorarium
1. Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi

tidak etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bagaimana pendapat Andaterhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta K ekayaan yang merupakan hasil dari
tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan
profesi dengan pengguna jasayang diatur sesuali dengan ketentuan per-UuU-an?

2. Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari
kliennya yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
mengingat adanya kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian
harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana?

3. Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah
atau pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara
demikian, maka bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda
terima dari klien Anda itu merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak
pidana?

4. Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya
yang sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebaga antisipas
mengalirnya harta tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada,
apa sebaiknya dibuat peraturan tentang itu?



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK POLDA DIY

Apa jabatan Anda?
Bagaimana perkembangan kasus Tindak Pidana Pencucian uang di DIY?

Dari kasus-kasus yang telah terjadi tindak pidana asalnya yang paling banyak apa aja?

e A

Apa saja dampak buruk pencucian uang baik bagi individu, masyarakat maupun

Pemerintah?

5. Antara hubungan penasehat hukum dengan tersangka terkait honorarium yang
diterima apakah penasehat hukum tersebut bisa dipersangkakan telah ikut melakukan
Tindak Pidana Pencucian Uang?

6. Lalu menurut Anda apakah ada konflik antara pasal 5 UU TPPU dengan pasal 21 UU
Advokat?

7. Menurut Anda lembaga apa saja yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

8. Menurut pasal 71 (3) UU TPPU, pemblokiran atas harta yang diduga atau diketahui
hasil tindak pidana diblokir selama 30 hari kerja. Apakah masa pemblokiran tersebut
bisa diperpanjang?

9. Adakah jumlah minimal suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana
pencucian uang?

“Setahu saya nggak, berapa aja bisa masuk dalam pencucian uang. Tapi menurut
SEMA dari Mahkamah Agung jumlah di bawah 2,5 juta termasuk TIPIRING.

10. Dari kasus-kasus pencucian uang yang telah terjadi di sini pernahkah Advokat terlibat
di dalamnya, khususnya dalam hal honorarium?

11.Bagaimana tentang ketentuan kerahasiaan Bank dan Non Bank seperti yang dijelaskan

dalam penjelasan pasal 45 UU TPPU? Bagaimana pula dengan ketentuan kerahasiaan

Advokat dan klien misalnya ada indikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang

oleh advokat dan kliennya?



REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN AKBP. RIANTO, SH
(KEPALA BO DITRESKRIMUM POLDA DIY)

. Apajabatan Anda?

Jawab: KepalaBO DITRESKRIMUM.

. Bagaimana perkembangan kasus Tindak Pidana Pencucian uang di DIY?

Jawab: Ada datanya nanti kami kasi.

. Dari kasus-kasus yang telah terjadi tindak pidana asalnya yang paling banyak apa aja?
Jawab: Kayaknya perkara korupsi.

. Apa sga dampak buruk pencucian uang baik bagi individu, masyarakat maupun
Pemerintah?

Jawab: di antaranya ekonomi jadi tidak stabil secara langsung maupun tidak,
keuangan negara jadi rugi dan masyarakat jadi khawatir takut terjerat Tindak Pidana
Pencucian Uang karena psasal-pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang
multi tafsir.

. Antara hubungan penasehat hukum dengan tersangka terkait honorarium yang
diterima apakah penasehat hukum tersebut bisa dipersangkakan telah ikut melakukan
Tindak Pidana Pencucian Uang?

Jawab: Pada dasarnya tidak bisa selama honorarium diterima dalam hubungan
pekerjaan dan atas dasar iktikad baik dari penasehat hukum tersebut.

. Lalu menurut Anda apakah ada konflik antara pasal 5 UU TPPU dengan pasal 21 UU
Advokat?

Jawab: Dilihat sepintas memang iya, itu lah tadi yang saya katakan multi tafsir pasal 5
ini salah satunya, harusnya pasal 5 harus diperjelas lagi. Tapi setidaknya pasa
tersebut menyuruh orang berhati-hati dalam menerima aliran dana, terlebih dari
tersangka pencucian uang.

. Menurut Anda lembaga apa sgja yang berperan penting dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

Jawab: PPATK, kepolisian, kejaksaan, Bank, OJK, yang paling penting itu Bank.

. Menurut pasal 71 (3) UU TPPU, pemblokiran atas harta yang diduga atau diketahui
hasil tindak pidana diblokir selama 30 hari kerja. Apakah masa pemblokiran tersebut

bisa diperpanjang?



10.

11.

Jawab: bisa diperpanjang selama belum selesai. Jika terdapat keyakinan yang sangat
kuat bahwa memang hasil tindak pidana bahkan bisa langsung disita berdasarkan
KUHAP.

Adakah jumlah minimal suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana
pencucian uang?

Jawab: Setahu saya tidak, berapa sga bisa masuk dalam pencucian uang. Tapi
menurut SEMA dari Mahkamah Agung jumlah di bawah 2,5 juta termasuk
TIPIRING.

Dari kasus-kasus pencucian uang yang telah terjadi di sini pernahkah Advokat terlibat
di dalamnya? Khususnya dalam hal honorarium?

Jawab: Beluam ada selama saya tugas 5 tahun ini.

Bagaimana tentang ketentuan kerahasiaan Bank dan Non Bank seperti yang dijelaskan
dalam penjelasan pasal 45 UU TPPU? Bagaimana pula dengan ketentuan kerahasiaan
Advokat dan klien misalnya ada indikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang
oleh advokat dan kliennya?

Jawab: Di daam perkara tindak pidana uang kerahasiaan bank memang tidak
diberlakukan. Kerahasiaan Advokat dengan kliennya juga tidak berlaku ketika untuk
kepentingan tertentu yang sangat darurat dan dengan memaka UU TPPU.



REKAPITULASI WAWANCARA DENGAN ADVOKAT
DPC PERADI KOTA YOGYAKARTA

1. BUDI AGUSRISWANDI, SH,M. HUM

A. Umum

1) Sudah berapalama menjadi Advokat?

2) Bidang hukum apa yang secara khusus merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: Saya lebih ke konsultan HAKI dan bisa dikatakan advokat non aktif.

3) Perkaraapayang paling sering Andatangani selama menjadi Advokat?
Jawab: seputar HAKI.

4) Menurut Anda, apa sgja sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Advokat bagian dari caturwangsa penegak hukum selain polisi, jaksa dan
hakim sehingga ia berperan dalam memastikan apakah proses hukum sudah berjalan
dengan baik dan menegakkan hak-hak hukum kliennya.

5) Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi advokat?

Jawab: Keadilan hukum tidak akan bisatercapai tentunya.

6) Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citra yang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.

+ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Pendapat demikian sah-sah sgja. Kritik itu harus menjadi kesan positif
bagi Advokat dan masyarakat harus juga dikasi sosialisas tentang pentingnya
keberadaan Advokat.

s Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Karena beberapa penegak hukum yang tidak bertanggung jawab yang
cenderung mentransaksikan kasus.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan

kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: harus dijaga bahkan sampai perkaratelah selesai. Namun, jika ada

indikas pelanggaran jika oleh Undang-Undang kerahasiaan harus dibuka demi
pemeriksaan boleh-boleh sgja melalui prosedur yang berlaku.



8)

9)

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas itu dalam hal melaksakan kewajiban, jika ada pelanggaran tetap
harus dihukum.

Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harusnya iya namun faktanya masih pecah.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

1)

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, gimana
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun hartahasil tindak pidana?

Jawab: Menjauh dari yang ragu, artinya jika sudah ketemu keraguan maka
menghindar. Begitu juga dengan honorarium misalnya, kita berhak menolak

kalau merasa tidak yakin.

. Honorarium

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Benar, etis-etis sgja karena kesepakatan.

. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan  oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan penggunajasayang diatur sesuai dengan ketentuan per-UuU-an?

Jawab: Setuju, hal itu mungkin-mungkin saja.

Bagaimana pendapat Anda tentang honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan harta hasil dari tindak pidana?
Jawab: selamatidak menyalahi ketentuan hukum boleh-boleh sgja.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau

pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka



4)

bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terimadari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum pernah. Menyiasatinya dengan feeling. Jika ragu tetap Saya tinggalkan
dan menurut pengalaman pernah dalam suatu ha ingin dibayar berapa sgja tapi
ditolak karenatidak sgjalan dengan nurani.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penas hat hukumnya?

Jawab: Cuman kode etik, meski hanya secara umum.

2. DEDDY SUKMADI, SH, M. HUM
A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sudah berapa lama menjadi Advokat?
Jawab: 13 tahun.
Apakah ada bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: Tidak ada, yang jelas cenderung litigasi.
Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
Jawab: Pidana dan perdata.
Menurut Anda, apa sgja sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?
Jawab: Sebagai penegak masyarakat yang berkeadilan karena Advokat merupakan
pengontrol penegakan hukum oleh penegak hukum lainnya.
Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?
Jawab: Ketimpangan dalam berkeadilan, penguasa bisa sewenang-wenang.
Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Benar juga, tapi penegak hukum lain juga begitu, tidak Advokat sgja
Y ang begitu itu penegak hukum yang tidak berintegritas, mau kaya tanpa etika.
+ Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: akibat perbuatan oknum-oknum tertentu yang tidak benar, minta

perempuan misalnya (sambil ketawa).



7) Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus dirahasiakan karenaterkait profesi.
8) Bagaimana pulatentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?
Jawab: Ketika melanggar UU harus dihukum tapi sebelum diperiksa harus ada MoU
dulu antara kepolisian dengan PERADI, intinyamintaizin sama PERADI
dulu kalau mau memeriksa.
9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?
Jawab: Harus ikut.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda
ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Yang jelas sebagai manusia akan mengikuti nurani dan akan mengikuti

yang diyakini sgja.

B. Honorarium
1) Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?
Jawab: Sah-sah sgja ketika sepakat dengan klien, tapi kalau saya selain itu juga ada
pertimbangan agama dan adat kebiasaan. Adajuga menurut saya yang tidak pantas.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang
1) Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profes seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Ada benarnyajuga.



2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Tidak masalah ketika normatif dan fee nya juga normatif, wajar misalnya.
Pokoknya dalam menerima honorarium harus waspada dan hati-hati.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah, pidana asalnya korupsi. Caranya dengan mengikuti keyakinan dan
asumsi yang kuat itu bukan hasil pidana, dan pada kasus kemarin memang
benar tidak terbukti klien Saya melakukan pencucian  uang.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Sejauh ini tidak ada.

3. ERLAN NOPRI, SH, M. HUM
A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sudah berapalama menjadi Advokat?

Jawab: sgjak 2002 tapi sudah aktif di duniakepengecaraan sekitar tahun 2000an.
Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesiona Anda?

Jawab: Tidak adatapi lebih ke hukum bisnis dan pegang 12 perusahaan.

Perkara apa yang paling sering Andatangani selama menjadi Advokat?

Jawab: seputar perusahaan, cenderung non litigasi tapi kadang-kadang  beracara di
pengadilan juga.

Menurut Anda, apa sgja sumbangsh dan urgensi keberadaanAdvokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Sumbangsih Advokat sangat besar, karena dalam pidana Advokat merupakan
pengontrol atas penegakan hukum.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?

Jawab: Tidak ada pengontrol penegakan hukum dan tidak ada yg bela hak-hak hukum
tersangka.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata

masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu



saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+«»  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Sah-sah sgja, namun tidak hanya advokat saja, memang Indonesia yang
sedang carut-marut.
+ Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Penyebabnya oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti yang kita
sering dilihat di TV misalnya.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus dijaga tapi bisa sgja oleh pihak berwenang diminta untuk dibuka jika
demi kepentingan negara misalnya.

8) Bagaimana pulatentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: intinyatidak kebal hukum, kalau melakukan pelanggaran tetap bisa ditindak.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: harusikut.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda
ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun hartahasi| tindak pidana?

Jawab: Semua dikembalikan kepada-Nya Kaau saya biasanya menanyakan kepada
orang yang lebih paham., lalu sholat istikharah sebagai media, kemudian mengikuti
nurani soalnya kita Islam harusnya berpikir pakai hati dan perasaan, kalau sudah tidak
enak di hati sebaiknyatidak dilakukan.

B. Honorarium

1) Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Tidak ada yang mengatur sepanjang kesepakatan dengan klien.



C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi  seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan penggunajasayang diatur sesuai dengan ketentuan per-UuU-an?

Jawab: Betul, memang ada yang seperti itu.

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Selagi tidak ada aturan terkait yang mengatur hal itu boleh-boleh sgja.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah, caranya bisa melihat dari perjanjian yang tentunya memuat
klausul-klausul yang dari situ kita bisa menilai tentang honor tersebut.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Indonesia belum mas, di Amerika ada aturannya terkait fee maksimal yang
boleh diterima Advokat dari klien yang merupakan tersangka pencucian uang.

4, HM.ZAMZAM WATHONI, SH
A. Umum

1)

2)

3)

4)

Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: 20 tahun.

Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesiona Anda?

Jawab: Perdata, pidana, PTUN, agraria.

Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Agraria, pidana, perdata.

Menurut Anda, apa sga sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?



5)

6)

7)

8)

9)

Jawab: Advokat salah satu garda depan pengembangan dan penegakan hukum secara
prosedural yang sering dilanggar oleh penegak hukum lain. Urgensinya sebagai
penjaga hukum dilaksanakan sebagaimana seharusnya tanpa ada arogansi penegak
hukum lainnya.
Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?
Jawab: Tanpa Advokat hukum akan sangat refresif dan interpretasinya sangat
paternaistik sehingga nilai-nilai keadilan akan direduksi.
Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Tentu pandangan tersebut sangat a priori, hampir semua penegak hukum
mempunyai citra buruk di masyarakat.
« Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Mengguritanya mafia-mafia hukum.
Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?
Jawab: Kerahasiaan klien harus aman di tangan Advokat, hanya bisa dibuka jika
disetujui klien.
Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?
Jawab: Hak imunitas melingkupi segala tindakan untuk menunjang kepentingan klien
sesuai koridor hukum yang berlaku.
Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?
Jawab: berdasarkan UU Advokat setiap Advokat harus tergabung dalam PERADI.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama?

Sebagai penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium
ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien
Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: Ada asas dalam pemahaman Islam jika ada dua hal mendesak yang

sama-sama mudharat, maka ambil yang mudharatnya paling kecil. Namun, jika ada



pilihan yang lebih aman maka dipilih pilihan tersebut. Dalam ha honorarium
memang hal itu sangat sulit, tetapi Advokat tidak boleh secara a priori menganggap
kliennya bersalah. Yang jelas Advokat bisa menolak atau mundur dari perkara jika
tidak yakin dengan nurani.

B. Honorarium

1)

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Pada dasarnyatidak ada, tidak etis jika Advokat meminta honorariumdi  luar

kemampuan klien dan minta tambahan di luar kesepakatan.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan perUUan?

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Yang bisa menentukan klien bersalah atau tidak hanya hakim, Advokat tidak
bisa secara a priori menganggap kliennya benar bersalah secara keseluruhan atas
hartaitu. Advokat bekerja secara profesional atasjasanya, jika yakin bertentangan
dengan hati nuraninya maka berhak menolak atau mundur.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Tidak pernah.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat

peraturan tentang itu?



Jawab: Memang belum ada karena besar kecil honorarium sesuai kesepakatan, tidak
bisa jasa profesiona independen dibatasi oleh UU. Hal itu kembali ke nurani
Advokat.

5. HERU ISWADI, SH
A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Sudah berapa lama menjadi Advokat?
Jawab: Sudah 20 tahun.
Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: Tidak ada.
Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
Jawab: Keperdataan lebih seringnya.
Menurut Anda, apa saja sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?
Jawab: Advokat sangat diperlukan karena tidak semua masyakarakat melek hukum,
tentu mereka tidak mampu mempertahankan sendiri hak-hak hukumnya terlebih lagi
dalam perkara pidana.
Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?
Jawab: Profesi Advokat harus ada agar tidak terjadi arogansi dari pihak penegak
hukum lainnya dalam proses penegakan hukum.
Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+ Menurut Anda bagai mana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Benar, namun tidak Cuma Advokat, tapi meliputi caturwangsa penegak
hukum.
s Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: akibat ulah beberapa advokat, hakim, jaksa maupun polis sga tapi
masyarakat memandang secara kesel uruhan.
Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?
Jawab: Kerahasiaan tidak boleh dibuka karena menyangkut etika profesi.



8)

9)

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Daam ha tertentu jika ada indikas pelanggaran hukum tetap boleh
diperiksa, dilakukan penggeledahan, penyitaan dan sebagainya sebagaimana
amanah KUHAP.

Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun hartahasil tindak pidana?

Jawab: Ha utama kalau bagi saya tetap keimanan karena itulah pokok dari
semuanya, dengan iman tentu pasti akan mencegah terhadap hal-hal yang
bertentangan dengan agama. Dalam profesi, kesalahan-kesalahan kecil pun harus
dihindari, kalau sekali sgja berbuat bisa ketagihan danitu akan  merusak moral
sendiri. Dalam hal honorarium, cari aman sga dan harus ingat kita diawas
samayang di atas, jika memang adaindikasi lebih baik tidak usah diterima. Selain itu

mintaklien untuk jujur.

B. Honorarium

1)

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Boleh-boleh sgja seusai kesepakatan. Advokat pasti mempertimbangkan
kewajaran dalam penetapan honor, paling tidak melihat kemampuan klien.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesiseperti Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan dimanfaatkan
oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan/menyamarkan
Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung
dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur
sesuai dengan ketentuan perUUan?

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya



3)

4)

kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Kalau ada indikasi dan bisa dibuktikan honor itu hasil keahatan bisa
dijadikan subjek pelaku pencucian uang advokat yang bersangkutan, namun
sejauh memenuhi kewajaran tidak masalah karena menerima uang atas pekerjaan.
Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Kebetulan belum pernah. Pasti bisa ketahuan sebab paling tidak kalau
saya biasanya minta klien untuk jujur tentang apapun biar enak menganalisa,
menyimpulkan dan mengambil langkah hukumnya dan kalau klien tidak jujur
pasti akan ketahuan. Selain itu melihat juga dari kemampuan ekonomisnya.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada, secara umum terkait hak dan kewagjiban sgja.

6. HERU SULISTYO, SH

A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sudah berapalama menjadi Advokat?

Jawab: Sejak 2007.

Apakah ada bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: Tidak ada, semua perkara diterima.

Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Pidana, perdata juga sering.

Menurut Anda, apa sgja sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Advokat merupakan pilar penegak hukum yang menjalankan fungsi kontrol
dalam penegakan hukum.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi ini?

Jawab: Para penegak hukum lain tentu akan sewenang-wenang dalam menegakkan
hukum.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk



membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+«»  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Pendapat masyarakat tidak bisa disalahkan karena nuansa hukum di
Indonesia memang semacam itul.
+ Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Penyebabnya oknum yang sebenarnya tidak cuman Advokat, penegak
hukum lain juga banyak.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: Profesional tetap harus dijaga.

8) Bagaimana pulatentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?
Jawab: Jika melanggar UU tetap bisa ditindak sesuai ketentuan hukum.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?
Jawab: Harus ikut dalam keanggotaan.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun harta hasi| tindak pidana?
Jawab: Bisa dinilai dengan akal sehat. Terkait honorarium kalau saya belum pernah
ragu karena itu tadi bisa dinilai dengan akal sehat. Jika sudah jelas haram tentu
ditolak. Dulu pernah ada lembaga yang mintajadi Advokatnya, tapi saya tolak karena
saya menila jelas-jelas mengandung riba.

B. Honorarium
1) Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?
Jawab: Boleh-boleh sgja sepanjang sepakat dengan klien. Kadang-kadang banyak
yang tidak etisjuga.



7.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi  seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasayang diatur sesuai dengan ketentuan perUUan?

Jawab: Benar memang sering terjadi pencucian uang dalam bentuk begitu.

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Tidak masalah sgauh tidak ada indikasi melanggar hukum. Tapi kalau bisa
dibuktikan, Advokat itu bisa dijadikan subjek pelaku pencucian uang.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Kebetulan belum pernah, kasus korupsi pernah dulu tapi gratis tidak pakai
honorarium. Dengan akal sehat pasti bisa menilainya. Apalagi kalau sudah
BHT klien kita tidak terbukti bersalah berarti pasti honorarium yang diterima
bukan hasil kejahatan.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada.

IWAN SETYAWAN, SH
A. Umum

1)

2)

3)

Sudah berapa lama menjadi Advokat?

Jawab: Sejak 1995.

Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: tidak ada.

Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
Jawab: Tapi perdata yang paling sering.



4)

5)

6)

7

8)

9)

Menurut Anda, apa sga sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Advokat itu publik figur dan ia pejabat negara yang tidak digaji yang
mengontrol penegakan hukum. Bukan membela yang salah tapi membela
kepentingan hukum klien, kalau klien salah tetap salah tapi kepentingan hukumnya
yang harus terjaga.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profes Advokat?

Jawab: Jika tidak ada Advokat jelas menyebabkan penerapan hukum menjadi
amburadul, otoriter dan berlaku hukum rimba.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.

+«  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?

Jawab: benar juga tapi kalau punya idealisme pasti tidak muncul anggapan itu,

kalau mau dipakai harus menjungjung tinggi idealisme itu. Bukan advokat sgja,

semua kalangan penegak hukum, hukum sering dibolak-balik tidak sesuai aturan.
« Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?

Jawab: Penyebabnya oknum-oknum yang itu tadi tidak punyaidealisme.
Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Karena: lya karenaterikat kode etik.

Bagai mana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Advokat punya imunitas dalam hal melaksanakan profesi, di luar itu kalau
salah tetap ditindak.

Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus ikut, tapi faktanya masih terpecah, itu lah memang sulit diatur.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun harta hasil tindak pidana?



Jawab: Kao saya fleksibd sga yang jelas jangan berbohong dalam melaksanakan
profesi. Terkait honorarium harus berasumsi positif lah atas honorarium yang

diterima karena memang hak kita karena sudah bekerja.

B. Honorarium

1)

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Boleh-boleh sgja karena perjanjian sebelumnya, misalnya ada sukses fee
kalau berhasil. Tidak ada kayaknya, kalau honor untuk penyuapan memang tidak
boleh (sambil ketawa).

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: Kalau saya tidak setuju. Pencucian uang macam-macam tidak pidana
asalnya, harus ada pembuktian perkara pokok dulu baru bisa dikatakan pencucian
uang. Rekening harus jelas diran dananya kemana dan untuk apa. PPATK
tidak boleh seperti itu, dasar-dasar PPATK hanyamelihat diran-aliran dana sgja
tanpa melihat sumber sampingan orang yang bersangkutan.

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: berasumsi positif sgja entah dari mana asanya yang penting sudah
melaksanakan pekerjaan berhak atas honorarium, yang penting sepakat  dengan
klien.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terimadari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Pernah 1x, pidana asalnya transaksi narkoba tapi tidak terbukti klien saya
melakukan pencucian uang. Seperti itu tadi, dengan berasumsi positif sgja

yang penting sudah melaksanakan pekerjaan maka berhak atas honorarium,



4)

lagian bisa lihat dari pekerjaan klien juga. Jangan melihat darimana karena bisa
timbul asumsi negatif sementara klien sgja belum tentu bersalah, yang penting terikat
kode etik sgja.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkaratindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: tidak ada, pencegahan bisa dilakukan dengan nurani masing-masing sgja.

8. NURKHOLIS, SH
A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Sudah berapa lama menjadi Advokat?
Jawab: sudah lebih kurang selama 20 tahun.
Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?
Jawab: tidak ada.
Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?
Jawab: sepertinya agraria.
Menurut Anda, apa saja sumbangsih Advokat dalam penegakan hukum?
Jawab: Advokat merupakan pegawal pemerintah yang tidak digaji. Kami merupakan
pembantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bidang hukum, membimbing
mereka dalam mencari keadilan terutama bagi mereka yang buta hukum.
Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?
Jawab: tidak ada Advokat itu tidak mungkin karena tidak ada yang menjaankan
fungsi kontrol dalam penegakan hukum.
Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+ Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Pendapat mereka ada benarnya juga.
« Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Bisa dari ulah segelintir oknum yang sering mengambil jalan pintas,
khususnya dalam hal memenangkan perkara.
Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?



8)

9)

Jawab: Kerahasiaan harus dijaga karena amanah profesi.

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas hanya berlaku dalam ha menjaankan pekerjaan, di luar
mel aksanakan tugas profesi Advokat tetap tidak kebal hukum.

Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: iya harus menjadi anggota.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

1)

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan (menurut 1slam). Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di sisi agama?

Sebagal penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium
ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien
Andaatau pun harta hasi| tindak pidana?

Jawab: Jika ragu terhadap sesuatu tetap saya tinggalkan seperti yang Islam gjarkan..
Terkait honorarium, kita bisa menilainya dengan akal sehat. Tentu akal sehat bisa
mengukurnya sehingga kita jadi tidak ragu, akan bisa dinilai honorarium itu harta
halal atau hasil kejahatan.

. Honorarium

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: lya boleh-boleh sgja selama sepakat, mengacu pada ketentuan perjanjian
menurut KUHPerd, bagi Advokat idealis tentu akan sangat berhati-hati.

. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan  oleh  pelaku tindak pidana  pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan penggunajasayang diatur sesuai dengan ketentuan per-UuU-an?

Jawab: Benar, tapi kalangan atas sgja menurut saya.

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang

merupakan hasil dari tindak pidana?



3)

4)

Jawab: tidak masalah selagi sesuai dengan akad yang dibuat dalam perjanjian dengan
klien.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagai mana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terimadari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: belum, tapi kalau kasus korupsi pernah. Seperti tadi itu melihatnya dengan
akal sehat yang menurut saya mampu lah mengukur hal itu. Jika sesuai  akal sehat
tentu jadi tidak ragu.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Belum ada.

9. R.HERKUSWIJAYADI, SH

A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sudah berapalama menjadi Advokat?

Jawab: 15 tahunan, sgjak tahun 2000.

Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesiona Anda?

Jawab: Kalau kuliah dulu keperdataan, tapi kalau sekarang semua perkara bisa.
Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Kira-kira 75% nya perdata.

Menurut Anda, apa sgja sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Peran advokat sangat penting jangan sampai masyarakat dipermainkan
penegak hukum lain, yang namanya mafia peradilan itu memang nyata-nyata terjadi,
sekarang sudah banyak pasal amplop bukan lagi pasal 378 atau 372.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profes Advokat?

Jawab: tentu penegakan hukum akan tidak sesuai bagaimana mestinya dan
masyarakat akan jadi seperti sapi perah oleh para penegak hukum yang masuk
dalam mafia peradilan.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata
masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu
saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.



7)

8)

9)

+«»  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Pendapat masyarakat tidak ada salahnya juga. Zaman sekarang dengan
semakin banyaknya pengacara membuat persaingan jadi tidak sehat, anak-anak
baru yg mau jadi pengacara pikirannya glamour ga hingga pas sudah jadi belum
saat punya mobil mau beli mobil. Tapi kembali ke etika profesi lagi, kalau dulu
ada ujian etika profes.

+ Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Peran media sosial sangat berpengaruh. Setelah mendengar berita miring
lalu pas butuh pengacara, masyarakat lalu datang ke pengacara yang ternyata
tidak menjaga idealisme yang hanya cari nafkah sgja misalnya, nah hal semacam
itu membuat masyarakat jadi yakin terhadap berita miring yang didengar.

Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan

kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?

Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: Harus tetap terjaga, tapi kalau sudah terpaksa bisa sgja dibuka tergantung

urgensinya.

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Kalau melanggar hukum tetap bisa diambil tindakan oleh pihak  berwenang.

Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus karena amanah UU, PERADI sebagai wadah tunggal profes

pengacara.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan menurut Islam. Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan di sis agama? Sebagai
penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal honorarium ternyata
Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan harta sah klien Anda atau
pun hartahasi| tindak pidana?

Jawab: Setelah lulus pada 1993 saya belum jadi pengacara sampa tahun 2000,
awalnya tidak mau jadi pengacara, tapi akhirnya jadi pengacara juga karena
panggilan hati nurani dan akan menjadi pengacara yang betul-betul mengikuti
nurani maka jika ada klien yg mampu bayar berapa sgja jika tidak enak di hati
akan sayatolak, artinya akan mengikuti nurani, pernah ditawar 600jt oleh klien hanya
untuk mengupayakan perkara tidak sampai kasasi, dan itu sebanyak 4 klien artinya
dapat 2,4 milyar kalau tidak ditotolak. Tentang honorarium pun begitu  tergantung
nurani, kalau tidak enak di hati saya tidak mau.



B. Honorarium

1)

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: Sah-sah sgja karena perjanjian yg memuat klausul- klausul tertentu yg
memuat sesuatu yg berandai-andai kalau terjadi begini ya begini, kalo terjadi hal
itu antisipasinya begini misalnya. Dan honor itu boleh sepanjang dikasi sebagai upah
atas pekerjaan yg telah dilakukan pengacara.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: lya memang sering kejadian seperti itu.

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: Asasnya kan pembuktian, tersangkanya sgja belum tentu bersalah.
Menurut saya selagi honor itu sebagal upah atas pekerjaan yang telah  dilakukan
oleh pengacara maka tidak apa-apa.

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terima dari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum, kalau perkara korupsi pernah. Caranya mulai dari permintaan
honorarium dengan standar tertentu yg memenuhi aspek kewajaran, melihat juga dari
pekerjaannyaklien.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat

peraturan tentang itu?



Jawab: tidak ada kalau aturannya.

10. TITIEK R. DANUMIHARDJO

A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Sudah berapalama menjadi Advokat?

Jawab: Sudah 25 tahun.

Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesional Anda?

Jawab: semua bidang.

Perkara apa yang paling sering Anda tangani selama menjadi Advokat?

Jawab: yang paling sering perdata.

Menurut Anda, apa sga sumbangsih dan urgensi keberadaa Advokat dalam

penegakan hukum?

Jawab: Advokat berperan meletakkan hak-hak hukum klien sesuai porsinya

sebagai mana menurut UU.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?

Jawab: Tidak adanya Advokat menyebabkan rakyat dipermainkan oleh para penegak

hukum lain.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata

masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu

saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk

membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang

kedudukan dan fungsi Advokat.

+«  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: Saya kira anggapan masyarakat ada benarnya juga. Namun, pencitraan
demikian itu beberapa tahun terakhir ini, 25 tahun yang lalu saya bangga menjadi
Advokat tapi sekarang minder dan malu kepada masyarakat. Pencitraan demikian
disebabkan ulah beberapa Advokat sgja sehingga semua Advokat kena. Moralitas
dan mentalitas Indonesia yang sudah rusak, anak2 muda yang menjadi Advokat
karena ingin cepat kaya itu salah satu yang merusak. Kalau dulu para Advokat
memang menjunjung tinggi idealisme, contohnya Bang Adnan Buyung Nasution
misalnya yang sangat idealis dan tidak mencari kekayaan dari profes Advokat.
Dan bukan Advokat sgja, penegak hukum lainnya pun banyak yang tidak benar.

« Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: penyebabnya karena ulah sebagian oknum.

Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan

kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?

Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?



8)

9)

Jawab: Harus dijaga.

Bagaimana pula tentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Kaau sedang dalam pekerjaan harus dilindungi UU, namun dalam hal lain
bisaditindak jika adaindikasi tapi jika mau meriksa polisi harusizin ke PERADI.
Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: Harus, kartu advokat sgja yg dikeluarkan olen PERADI.

10) Selama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu hal yg Anda

ragukan hal itu bolen atau tidaknya dilakukan (menurut Islam). Jika pernah,
giman Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang
dibolehkan? Jka belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian,
maka kira2 gimana sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di
Sis agama? Sebagal penasehat hukum tersangka pencucian uang misalnya, dalam hal
honorarium ternyata Anda sangat ragu apakah honorarium tersebut merupakan
harta sah klien Anda atau pun harta hasil tindak pidana?

Jawab: mungkin dengan akal sehat pasti bisa menilainya, dalam honorarium
yang diterima kalau saya berasumsi positif sga terhadap honorarium sebab

karena memang atas pekerjaan menerima horarium itu.

B. Honorarium

1)

Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak
etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?

Jawab: boleh sgja sepanjang sepakat, lagipula kita ada penjelasan dulu uangnya
misalnya buat biaya operasional, pembuatan dokumen, pendampingan klien di

kepolisian atau sidang misalnya, pemanggilan saksi dan lainnya.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1)

2)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan  oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan penggunajasayang diatur sesuai dengan ketentuan per-UuU-an?

Jawab: iya memang benar adanya dan hal itu sudah menjadi rahasia umum.
Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang

merupakan hasil dari tindak pidana?



3)

4)

Jawab: Tidak masalah, karena sudah bekerja layaklah mendapatkan honorarium itu.
Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terimadari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum pernah, tapi kalau kasus korups pernah dulu di Banjarmasin kasus
dana BANSOS. Dengan akal bisamengasums  honor itu harta sah milik klien, lalu
karena sudah melaksanakan pekerjaan tadi itu maka pantad ah atas upah.

Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: Tidak ada peraturannya.

11. JAYA PUTRA ARSYAD, SH

A. Umum

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sudah berapalama menjadi Advokat?

Jawab: Sudah 9 tahun.

Adakah bidang hukum tertentu yang merupakan bidang profesiona Anda?

Jawab: Tidak ada, semua bisa.

Perkara apa yang paling sering Andatangani selama menjadi Advokat?

Jawab: Berimbang, pidana sering perdata juga.

Menurut Anda, apa sga sumbangsih dan urgens keberadaan Advokat dalam
penegakan hukum?

Jawab: Keberadaannya sangat penting untuk melindungi hak-hak hukum klien.
Dalam pidana misalnya, Advokat mengontrol jaksa dalam penerapan hukum agar
tidak merugikan hak-hak hukum tersangka. Bahkan KUHAP mewajibkan seorang
tersangka yang diancam dengan hukum sekian-sekian harus didampingi penasehat
hukum. Advokat membantu masyarakat meraih keadilan hukum karena tidak semua
orang tau hukum. Orang yang merasa tidak salah kadang gak ngerti
mempertahankannya lalu datanglah ke pengacara untuk membantu memperjuangkan
hak-haknya itu.

Apayang terjadi dengan dunia hukum jikatidak ada profesi Advokat?

Jawab: Akan muncul kesewenangan dari para penegak hukum lain dalam
menerapkan hukum.

Saya sering membaca bahwa Advokat di Indonesia memiliki citrayang buruk di mata

masyarakat bahkan menurut kalangan Advokat sendiri dan bahkan terkadang hal itu



saya dapati saat berbicara secara langsung sehingga saya kebingungan untuk
membantah pendapat yang kurang legal itu dan memberi pengertian tentang
kedudukan dan fungsi Advokat.
+«»  Menurut Anda bagaimana tentang pandangan tersebut?
Jawab: lya, tapi tidak Advokat sgja, Notaris pun banyak yang tidak benar dalam
pekerjaannya yang kadang-kadang tidak memenuhi kewajiban sebagai notaris.
Mungkin, karena Advokat identik dengan kehidupan yang glamour dan mewah
sehingga hal itu membuat persepsi hanya terarah kepada Advokat saja.
+ Kirakira apa penyebab munculnya pencitraan yang kurang enak tersebut?
Jawab: Penyebabnya oknum-oknum yang tidak benar sgja.

7) Bagaimana ruang lingkup keberlakukan tentang kerahasiaan Advokat dengan
kliennya? Apa ketentuan ini berlaku dalam setiap keadaan atau ada pengecualian?
Jika ada pengecualian, dalam hal apaia bisa dikecualikan?

Jawab: Wajib untuk dijaga karena merupakan amanah kode etik.

8) Bagaimana pulatentang ruang lingkup keberlakukan hak imunitas Advokat?

Jawab: Imunitas hanya berlaku dalam konteks melaksanakan profesi, selebihnya jika
melanggar hukum tetap harus ditindak sebagamna mestinya.

9) Terkait PERADI, apakah semua Advokat harus menjadi anggota PERADI?

Jawab: ldednyaiya.

9) Sdlama menjadi Advokat, pernahkah Anda bertemu dengan suatu ha yg Anda

ragukan hal itu boleh atau tidaknya dilakukan (menurut Islam). Jika pernah, giman
Anda menyiasatinya untuk memastikan perbuatan itu adalah hal yang dibolehkan?
Jika belum dan mungkin suatu saat akan bertemu hal demikian, maka kira2 gimana
sikap Anda menyiasatinya agar terhindar dari kesalahan2 di sis agama?
Jawab: Kalau saya terhadap yang ragu saya tinggalkan, kan dalam agama begitu.
Lagian UU Advokat memperbolehkan kita menolak perkara yang tidak sesuai nurani.
Kalau tentang honor kayaknya tidak akan ragu soalnya honor itu didapat karena suatu
pekerjaan yang telah dilakukan Advokat dan atas nominalnya bisa diliat dari
pekerjaan dan usahaklien.

B. Honorarorium
1) Apakah semua honorarium boleh-boleh sgja dalam bentuk apapun dan/ atau dalam
jumlah berapapun sepanjang sudah disepakati dengan klien? Atau apakah ada
honorarium yang oleh hal-hal tertentu membuat honorarium tersebut menjadi tidak

etis dan/ atau bertentangan dengan hukum yang berlaku?



Jawab: Sah-sah sgja sepanjang sepakat dengan klien, tergantung kesanggupan
masing-masing. Kita bisamenilai dari pekerjaan dan usahanya mengenai kewajaran

honor yang kita terima.

C. Tindak Pidan Pencucian Uang

1)

2)

3)

4)

Bagaimana pendapat Anda terhadap riset PPATK yang menyimpulkan ternyata
profesi-profesi seperti  Advokat, Notaris, Akuntan dan sebagainya rentan
dimanfaatkan  oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang  untuk
menyembunyikan/menyamarkan Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profes
dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan per-UU-an?

Jawab: lya menurut saya mungkin-mungkin sgja namanya juga manusia

Bagaimana pendapat Anda terhadap honorarium Advokat yang diterima dari kliennya
yang sedang menghadapi perkara Tindak Pidana Pencucian Uang mengingat adanya
kemungkinan bahwa honorarium tersebut merupakan bagian harta kekayaan yang
merupakan hasil dari tindak pidana?

Jawab: tidak masalah karena honor tersebut diterima dalam rangka pemberian upah
atas pekerjaan, menurut sayatidak bisa diasumsikan melakukan pencucian uang,
lagi pula menurut pasal 50 KUHP orang yang melakukan perbuatan karena
melaksanakan UU tidak bisa dipidana, nah advokat dalam pekerjaanya
mel aksanankan UU jadi menurut saya tidak masalah .

Apakah Anda pernah memberikan jasa hukum dalam hal demikian? Jika sudah atau
pun pada suatu saat Anda ternyata memberikan jasa hukum perkara demikian, maka
bagaimana Anda menyiasati bahwa honorarium yang Anda terimadari klien Andaitu
merupakan harta yang bukan merupakan hasil tindak pidana?

Jawab: Belum, tapi kasus korupsi pernah. Bisa melihat dari pekerjaan dan
usahanya tadi itu. Tidak ragu lah kalau saya karena bisa dinila dengan akal,
Kalo hartatidak benar pun juga bisa kelihatan dan kalau sudah jelas begitu tidak mau.
Adakah peraturan yang mengatur hubungan penasihat hukum dengan kliennya yang
sedang berperkara tindak pidana pencucian uang sebagai antisipasi mengalirnya harta
tindak pidana ke kantong penasihat hukumnya? Jika belum ada, apa sebaiknya dibuat
peraturan tentang itu?

Jawab: belum ada.
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gi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
m melakukan Kegitan Penefitian dan Pengembangan di

dan Pengembangan di Lingkungan

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei!peneIitianlpendataanlpengembangan/pengkajianlstudi lapangan kepada:

Nama :AHMAD KHATIB NIPINIM : 11380091

- Alamat  :FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA

HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Lokasi :POLDA DIY
Waktu :2 SEPTEMBER 2015 s/d 2 DESEMBER 2015

Deongan Ketentuan
«1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan!pengemahgan!pengkajian.’studi lapangan
. kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ifin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemur Daerah Istimewa Yo
" DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.j
disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan iimiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali s
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang

*) dari Pemerintah Daerah DIY

gyakanta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
ogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asii yang sud:

yang beraku di lokasi kegiatan;
ebelum berakhir waktunya setelah mengajukar

fin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal2 SEPTEMBER 2015
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunai
= Ub,

Temwusan ; )
" GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
POLDA DIY

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YANG BERSANGKUTAN

bW



%‘ KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

QirJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

e Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
e o e | E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281
No. . UIN.02/DS.1/PP.00.9/.7&= 1 2015 Yogyakarta, 7 Sept 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Advokat
di wilayah Kota Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada

Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada: mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. Nama NIM Jurusan

1. - Ahmad Khatib 11380091 Muamalah

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara dengan para Advokat di beberapa kantor advokat
di wilayah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan
Karya Tulis llmiah (Skripsi) yang berudul ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG
SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu’alaikum wr.wb.

A-Dekan,
/{:‘ER Nekil, Dekan Bidang Akademik,
N
o

‘R eqmqu, ol

A L

Tembusan : ‘
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



g;(ﬁg KEMENTERIAN AGAMA RI
& UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
QidJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
STATY IS AMIC USIVERAITY Alamat : JI, Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
A IR E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281
No. : UIN.O2/DS.1/PP.00.9/ /724 2015 Yogyakarta, 1 Sept 2015
Hal . Permohonan Izin Penelitian
Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Ka. Biro Administrasi Pembangunan SETDA DIY
di. Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini - '

No. Nama NIM Jurusan

1. Ahmad Khatib 11380091 Muamalah

Untuk mengadakan penelitian di POLDA DIY, DPC PERADI Kota Yogyakarta dan beberapa
kantor advokat di wilayah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka
Penulisan Karya Tulis llmiah (Skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HONORARIUM ADVOKAT ATAS PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG
SEDANG MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu’alaikum wr.wb,

an Bidang Akademik,

30708 200003 1 003

Y :‘//QS 5
Tembusan :

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



DATA PENYIDIKAN TPPU TAHUN 2010-2015

DITRESKRIMUM POLDA D.I. YOGYAKARTA DAN JAJARAN

HE PASAL TP.ASAL HASIL SIDIK

1. | Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 2003 Jo pasal 3, Pasal 4 UU RI| Penggelapan dalam Jabatan | P21 (BP KIRIM KE
No. 8 Th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan KEJAKSAAN)
tindak pidana pencucian uang.

2. | Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau pasal| Penipuan dan atau P21 (BP KIRIM KE
264 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan atau| pemalsuan akte otentik dan KEJAKSAAN)
pasal 266 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal| atau menempatkan
3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan| keterangan palsu
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

3. | 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub pasal 264 ayat| Penipuan dan Pemalsuan P21 (BP KIRIM KE
2 dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang| akta KEJAKSAAN)
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang

4. | 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sub pasal 264 ayat| Penipuan dan Pemalsuan P21 (BP KIRIM KE
2 dan atau pasal 3, pasal 4 UU RI No. 8 th 2010 tentang| akta KEJAKSAAN)
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang

5. | Pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP dan atau pasal 3,| Pencurian dan Pemalsuan P21 (BP KIRIM KE
pasal 4 UU Rl No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan| Dokumen KEJAKSAAN)
pemberantasan tindak pidana pencucian uang

6. | Pasal 378 dan atau 372 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4 UU P21 (BP KIRIM KE
RI No. 8 th 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan KEJAKSAAN)
tindak pidana pencucian uang

7. | Pasal 3 dan atau 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Penipuan secara berlanjut

pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Agar penyidik meminta audit
dari PPATK dan dimintai
keterangan sebagai saksi ahli




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR:SKET/ 3%  [X/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.l. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : AHMAD KHATIB

2. NIM : 11380091
. 3. Jurusan/ Fakultas : MUAMALAH / SYARIAH DAN HUKUM
i 4, Akademi/ Unuversitas : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
| 5. Semester

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi,
Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM ADVOKAT ATAS
PEMBERIAN JASA HUKUM KEPADA KLIENNYA YANG SEDANG
MENGHADAPI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana
mestinya.

Yogyakarta, (5  Oktober 2015

a.n. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH D.l. YOGYAKARTA
. memaias§gnss KRIMINAL UMUM
2 \ub

d i \SUBBAG RENMIN

EIRS Mﬁhlc‘):;i/md

| :_""ffff"‘;f : "KOMPOL NRP. 75030733




DATA RESPONDEN

TANDA

NO NAMA INSTANSI JABATAN
TANGAN

1 RlANTD ket PhLDA KRB0

2 BUDt A6Ds RgWANDL, i M Hum

3 @gddj Jukmmﬁ‘/ §H. M. Hom Advotar

+ | NUK oLl s

5 HERU SULISTO St Advoral

s |BERY 15WA4D\ , SW-

T | By AN KOPR ), S, FIn | A o ke f

s |IwWAN SETYAWAN , s ADNO AT -

) | ZAM ZAM WATHONI, SH | Apyvkar

10 [TITE ~- PANuMIHARDIY, SH

11 (JAYA puTRA A4R<5/AD, SH £ v -4

12

- Hotwus Wid4AvAD, SH

13

14

15




|dentitas Pribadi

Nama

Tempat, tanggal lahir
Alamat asal

Alamat di Yogyakarta
Contact person

Email

Riwayat Pendidikan

1998 s/d 2004
2004 s/d 2007
2007 §/d 2010
2011 g/d sekarang

Riwayat organisas

2005 s/d 2006
2008 s/d 2010
2007 s/d 2010
2011 g/d sekarang
2013 g/d sekarang
2014 s/d 2015

2012 5/d 2013

CURRICULUM VITAE

: AHMAD KHATIB

: Dabo Singkep, 29 April 1991
: DesaKute, Singkep Pesisir, Kab. Lingga, Kep. Riau
: J. Manyar No. 7, Demangan Baru, Sleman
: 0822 2034 2640

. atibghazali @gmail.com

: SDN 009 Singkep
: SMPN 3 Singkep
: SMAN 1 Singkep jurusan IPA

: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

: Ketua OSIS SMPN 3 Singkep

: Anggota PMR SMANSA Singkep

: Ketua Divisi Pendidikan IRMIJA

: Anggota ForSEI UIN Sunan Kalijaga

: Anggota KPK UIN Sunan Kalijaga

: Wakil Ketua Umum IPMKL-Y ogyakarta

. Ketua Persatuan Mahasiswa K ote (PERMATE)
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